
Sasaran

Fase 1

Sasaran 

Antara

Kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran di tingkat Pusat dan Prov/Kab lokasi SKALA 
mengacu pada data, khususnya data terkait kebutuhan kelompok rentan, yang valid, 
termutakhir, dan bersumber dari data yang dibagi-pakaikan

5.10
Pemerintah pusat menggunakan hasil analisis berbasis data daerah (mikro) 
dalam perumusan kebijakan dan program penyediaan layanan dasar inklusif

5.4
Aparatur perencana di Prov/Kab lokasi SKALA memiliki kapasitas melakukan analisis 
data untuk kebutuhan pemenuhan SPM dan untuk kebutuhan penyusunan dokumen 
perencanaan daerah

5.9
Pemerintah pusat, Pemprov/Pemda, dan Desa/Kelurahan memanfaatkan alat 
analisis yang sama (misalnya SEPAKAT)

5.5
Pemprov/Pemkab lokasi SKALA menghasilkan analisis berbasis data secara reguler 
yang sesuai kebutuhan perencanaan daerah (Renaksi SPM, dll.), berbasis alat analisis 
(misalnya SEPAKAT)

2.4.2.4 

Input teknis penyusunan panduan penggunaan 
SEPAKAT terkait penyusunan dokumen 
perencanaan daerah untuk penanggulangan 
kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan 
GEDSI

3.1.2.4 

Input teknis dan fasilitasi penyusunan RAD 
penanggulangan kemiskinan melalui penyusunan 
kerangka analisis pemanfaatan data mikro, 
makro dan sektor

2.4.2.1 

Input teknis penyiapan dan fasilitasi hak akses 
data Regsosek melalui SEPAKAT

5.4.2.5 

Rekomendasi teknis tentang pemanfaatan 

hasil analisis SEPAKAT untuk perencanaan 
daerah

5.1.2.6

2.4.2.2 

fasilitasi pemadanan data Regsosek dengan 
data pemerintah daerah dan data K/L lainnya

5.1.2.1 

Rekomendasi teknis tentang pemanfaatan 
data mikro tingkat daerah untuk analisis 

kemiskinan

2.1.5.8 

Rekomendasi teknis pemeringkatan dan 
pemadanan data Regsosek

5.1
Pemerintah pusat 
memfasilitasi 

penguatan kapasitas 
aparatur perencana 
daerah untuk 
melakukan analisis 
kebutuhan 
pemenuhan SPM dan 
untuk penyusunan 
dokumen 
perencanaan daerah

5.2
Tersedia kerangka 
analisis data 

mikro, makro, dan 
sektor di pusat dan 
di daerah sebagai 
masukan 
perencanaan daerah 
termasuk menu 
analisis SPM dalam 
alat analisis 
(misalnya SEPAKAT, 
SIPD Hub, Portal 
data daerah)

5.3
Pemprov/Pemda 
lokasi SKALA 
memiliki informasi 
tentang jenis data 
prioritas dan 
analisisnya untuk 
penyusunan 
perencanaan 
berbasis SPM

5.7
Pemerintah pusat 

memiliki Master 
Trainer analisis dan 
pemanfaatan data 
mikro terpilah 
(misalnya SEPAKAT)

5.6
Pemerintah pusat 
memiliki kapasitas 
dalam memfasilitasi 
Pemprov/Pemda 
melakukan analisis 
dan pemanfaatan 
data mikro terpilah 
(misalnya SEPAKAT)

5.8
Pemprov/Pemda 
lokasi SKALA, 
termasuk Desa/
Kelurahan, memiliki 

kapasitas dalam 
melakukan analisis 
dan memanfaatkan 
data mikro terpilah 
(misalnya SEPAKAT)

5.4.2.2. Tersedianya 
Tim Pelatih 

di Provinsi untuk 
pelatihan 
pemanfaatan data 
Regsosek 

melalui SEPAKAT

5.4.2.1 

Fasilitasi teknis Tim 

Pelatih SEPAKAT 
Provinsi dalam 

peningkatan 
kapasitas Pemerintah 
Kab/Kota untuk 

memanfaatkan data 
REGSOSEK dalam 
perencanaan daerah

5.1.2.5. Terlatihnya 
tim pelatih 

untuk pelatihan 
pemanfaatan 

data Regsosek 
melalui SEPAKAT di 

provinsi sasaran

2.4.2.3 

pengembangan kurikulum, 

modul, panduan pelatihan 
pemanfaatan data Regsosek 
melalui SEPAKAT untuk 

Pemerintah Pusat

2.1.5.7 

desain peningkatan kapasitas, 

matriks kurikulum, dan modul 
pelatihan pemanfaatan data 
Regsosek melalui SEPAKAT

2.4.2.7 

pengembangan materi 

penunjang peningkatan 
kapasitas (modul, video, dan alat 
penunjang lainnya) dan edukasi 
publik satu data Regsosek untuk 
pembelajaran secara langsung 
maupun melalui LMS

2.4.3.3 

uji coba 

pemutakhiran 

data Regsosek 

dengan berbagai 

platform data

2.4.3.4 

penyediaan pelatih pengelolaan sistem 

pemutakhiran data Regsosek dan sistem 
terintegrasi di daerah

2.4.3.2 

Input teknis 

penyiapan 

modul 
pemutakhiran 

data regsosek 

dalam sistem 

SEPAKAT

2.4.3.5 

panduan/kurikulum 

pengelolaan sistem 

pemutakhiran data 

Regsosek dan sistem 

 terintegrasi bagi 

daerah

2.4.3.1 

penyusunan 

proses bisnis dan 

panduan sistem 

pemutakhiran data 

Regsosek secara 

otomatisasi 

(integrasi)

2.4.2.5 

perluasan peningkatan kapasitas 

MoT dalam pemanfaatan data 
Regsosek melalui SEPAKAT

5.4.2.3 

daftar data pembangunan 
prioritas untuk penyusunan 
perencanaan daerah, termasuk 
data terkait pemenuhan SPM

5.1.1.6 

Hasil pemetaan daftar data 

sektoral dan data mikro untuk 

perencanaan dan penganggaran 

pemenuhan layanan dasar

2.4.2.4 

penyusunan 

panduan 
penggunaan 

SEPAKAT terkait 

penyusunan 
dokumen 
perencanaan daerah 

untuk 
penanggulangan 

kemiskinan, 
pemberdayaan 

masyarakat, dan 
GEDSI

2.4.2.6 

penguatan kapasitas 

aparatur perencana 
daerah untuk 
melakukan analisis 

berbasis data 
tersedia di SEPAKAT, 
Portal data dan atau 

SIPD Hub untuk 
kebutuhan 
pemenuhan SPM dan 

penyusunan 
dokumen 

perencanaan daerah

2.1.5.6 

Laporan studi kasus 
pemanfaatan data 
Regsosek untuk 
dokumen perencanaan 
pembangunan di 
tingkat pusat

2.4.1.3 

Input teknis 

perluasan kerangka 

analisis data keuangan 

untuk isu tematik 

(dashboard monitoring) 

dalam rangka 

mendukung sinergi 

kebijakan fiskal

2.4.1.4 

penyusunan 

kerangka analisis 

pemanfaatan data 

mikro, makro dan sektor 

untuk masukan 

perencanaan 

penganggaran daerah

2.4.1.1 

Input teknis daftar 

indikator regsosek 

terkait SPM dalam 
analisis SEPAKAT 
dan input terhadap 
SIPD Hub

2.4.1.2 

pemanfaatan 

data regsosek dalam 

rangka mendukung 

implementasi Indeks 

Pembangunan 

Kualitas Keluarga 

(IPKK)

2.4.1.5 

uji coba 

pemanfaatan data 

non-konvensional 

untuk adaptasi 

perubahan iklim dan 

penyediaan layanan 

dasar di Provinsi NTB
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